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ABSTRAK

Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menerapkan
prinsip kehati-hatian, salah satunya dengan meningkatkan agunan melalui Hak
Tanggungan sebagai mitigasi risiko terhadap potensi gagal bayar atau wanprestasi.
Secara normatif, Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kemudahan
eksekusi bagi bank melalui lembaga parate executie tanpa campur tangan
pengadilan. Namun, dalam praktiknya di BPRS Danagung Syariah, mekanisme
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad ljarah Muntahiyah Bittamlik
(IMBT) tidak serta-merta menggunakan hak tersebut, melainkan menempuh
mekanisme fiat eksekusi di pengadilan akibat nasabah yang tidak kooperatif dan
mengajukan gugatan perlawanan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang
akan dianalisis dalam penyusunan skripsi ini adalah apa pertimbangan BPRS
Danagung Syariah dalam memilih mekanisme fiat eksekusi sebagai penyelesaian
pembiayaan bermasalah dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses
eksekusi Hak Tanggungan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan teknik
pengumpulan data hasil wawancara dan observasi sebagai data primer, serta studi
kepustakaan sebagai data sekunder. Penelitian dilakukan di BPRS Danagung
Syariah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
Hasil penelitian dikaji dan dikorelasikan antara fakta di lapangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku yang selanjutnya dipaparkan secara deskriptif analisis. Analisis
data dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dengan penalaran induktif yang
berangkat dari data di lapangan untuk menemukan pola hubungan sebagai dasar
merumuskan hipotesis. Hasil penelitian dikorelasikan dengan kerangka teoritik
yang digunakan antara lain teori kepastian hukum, teori evektifitas hukum, dan teori
perlindungan hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, pertimbangan utama
BPRS Danagung Syariah memilih mekanisme fiat eksekusi melalui Pengadilan
Agama pada sengketa pembiayaan; IMBT radalah demiymemperoleh kepastian
hukum absolut akibat tidak adanya iktikad baik debitur. Jalur litigasi ini menjadi
langkah“mitigasi paling ‘aman_dan:berkekuatan hukum tetap (imkracht) untuk
mencegah hambatan “lelang akibat" ‘perlawanan ‘hukum~—(verzer), sekaligus
memberikan legitimasi yuridis'yang sah atas dualisme kedudukan jaminan dalam
akad IMBT. Kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses eksekusi Hak
Tanggungan meliputi hambatan yuridis, teknis, dan administratif. Hambatan
tersebut antara lain adanya perlawanan hukum (verzet) dari debitur maupun
perlawanan pihak ketiga , aset belum terjual atau berstatus Tidak Ada Peminat
(TAP) , kendala pengosongan objek jaminan , serta ketatnya standar verifikasi
kelengkapan dokumen administratif lelang oleh pihak KPKNL.

Kata Kunci: Eksekusi, Hak Tanggungan, Kepastian Hukum, Wanprestasi.



ABSTRACT

Islamic banking, in distributing financing, is obliged to apply the prudential
principle, one of which is by binding collateral through Mortgage Rights (Hak
Tanggungan) as a risk mitigation against potential default. Normatively, the Law
on Mortgage Rights facilitates execution for banks as preferred creditors through
the parate executie mechanism without court intervention. However, in practice at
BPRS Danagung Syariah, the settlement mechanism for non-performing financing
in ljarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) contracts does not necessarily utilize such
rights, instead, it pursues the fiat execution mechanism through the court due to
uncooperative customers and the filing of legal opposition. Based on this
background, the research problems analyzed in this thesis are: what are the
considerations of BPRS Danagung Syariah in choosing the fiat execution
mechanism as a settlement for non-performing financing, and what are the
obstacles faced in the Mortgage Rights execution process.

This research is an empirical legal study (field research) using interviews
and observations as primary data collection techniques, supplemented by literature
studies as secondary data. The research was conducted at BPRS Danagung Syariah
and the Olffice of State Wealth and Auction Services (KPKNL) Yogyakarta. The
research results were examined and correlated between field facts and applicable
legal provisions, subsequently presented through descriptive-analytical methods.
Data analysis was conducted using a qualitative descriptive method with inductive
reasoning, deriving from field data to identify relationship patterns as a basis for
formulating hypotheses. The findings were correlated with the theoretical
frameworks used, mnamely the theory of legal certainty, the theory of legal
effectiveness, and the theory of legal protection.

The results of the study conclude that: First, the primary consideration for
BPRS Danagung Syariah in choosing the fiat execution mechanism through the
Religious Court in IMBT financing disputes is to obtain absolute legal certainty in
the absence of gaod faithfrom the debtor. Thisylitigation path serves as the safest
mitigation, step with permanent legal force (inkracht) to prevent auction obstacles
caused by.legal oppesition (verzet), while also providing valid juridical legitimacy
for the dual status of collateral within IMBT contracts. Second, the obstacles faced
in the Mortgage [Rights execution. pracess  include juridical, technical, and
administrative factors. These obstacles involve legal opposition (verzet) from
debtors or third parties, unsold assets or "No Bidders" (TAP) status, difficulties in
vacating the collateral objects, and stringent verification standards for auction
administrative documents by the KPKNL.

Keywords: Execution, Mortgage Rights, Legal Certainty, Breach of Contract.
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MOTTO

il aady A 5all aad JSl aaly Wik
Cukuplah Allah bagi kami, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
(QS. Ali ‘Imran: 173; QS. Al-Anfal: 40; QS. Al-Hajj: 78)

Bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.

(QS. An-Najm: 39-41)
What is meant to be will always find its way.

Long story short, it was a bad time.

Long story short, [ survived.
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT
Saya Embun Lahfah El Khalieqy mempersembahkan skripsi ini untuk:
Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Abi Surahman Parlanto dan Umi
Tri Suryani, yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya.
Terimakasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus,
serta pengorbanan yang tidak terhingga dalam mendukung setiap langkah saya
hingga pada titik ini.

Sebagai anak tunggal, merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi
saya dapat mewujudkan harapan Abi dan Umi untuk melihat saya meraih gelar
sarjana. Di setiap proses yang saya lalui, selalu ada doa, dukungan dan
kepercayaan dari kalian yang menguatkan saya untuk tetap bertahan dan terus
berjuang. Segalajerih payah yangtelah AbirdansUmi berikan-tidak akan pernah
mampu saya balas sepenuhnya. Namun, melalui pencapaian ini, saya berharap
dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan rasa bangga di hati kalian.
Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah saya untuk terus berusaha
membahagiakan dan membanggakan Abi dan Umi. Karya sederhana ini saya
persembahkan dengan penuh cinta, rasa hormat, dan terima kasih yang sebesar-

besarnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran strategis dalam dinamika ekonomi nasional
sebagai lembaga yang memfasilitasi perputaran modal masyarakat. Dalam
perkembangannya, sistem perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan
ganda (dual banking system), di mana salah satu pilar utamanya adalah
perbankan syariah. Secara yuridis, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa Bank Syariah,
termasuk BPRS, wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah yang melarang unsur riba, maysir, dan gharar. Melalui penyaluran
pembiayaan, bank syariah memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan
kebutuhan finansial masyarakat."

Secara filosofis, penyaluran dana oleh lembaga perbankan berakar dari
istilah “credere” yang berarti “kepercayaan”. Unsur kepercayaan menjadi dasar
utama dalam hubungan hukum antara_bank .dan nasabah,”. di mana bank
memberikan fasilitas pembiayaan dengan keyakinan bahwa nasabah mampu
dan mau memenuhi kewajibannya di masa depan. Dalam penyaluran
pembiayaan tersebut, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 23

ayat (1) UU Perbankan Syariah mewajibkan bank untuk memiliki keyakinan

! Nurhadi, Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis, (Bogor: Guepedia, 2015), hlm. 60.

2 Thomas Suyatno, Chalik, Made Sukada, Tinon Yunianti Ananda, Djuhaepah T. Marala,

Dasar-Dasar Perkrditan Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 12.



atas kemauan dan kemampuan nasabah melalui analisis mendalam. Sebagai
bentuk mitigasi risiko terhadap potensi gagal bayar, bank diwajibkan mengikat
agunan melalui perjanjian tambahan (accessoir) berupa Hak Tanggungan untuk
agunan tanah dan bangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).?

Secara normatif, Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan
keistimewaan bagi bank sebagai kreditur preferen melalui lembaga parate
executie yang diatur dalam Pasal 6 UUHT.* Parate executie merupakan
kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama untuk objek jaminan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui putusan pengadilan
apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Selain itu, Sertipikat Hak
Tanggungan juga memiliki kekuataan eksekutorial sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT karena memuat irah-irah “DEMI
KEADILAN' BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Kekuatan tersebut dikenal sebagai title eksekutorial, yaitu kekuatan yang setara
dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde)> Berdasarkan fitle eksekutorial tersebut, “kreditur juga dapat

mengajukan pelakasanaan fiat cksekusi kepada pengadilan sebagai bentuk

3 Nur Islamiyah Puspitasari, Novilia Safitri Dewik, Sinta Amipatul Aisiyah, Nur Putri
Hidayah, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank
Syariah Di Kota Malang”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol. 5, No. 1 (2020), him.
125.

4 Joni Hendra. K, Haris Riadi Johan Andriesgo, Hidayati, Bank Dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank (Prespektif Ekonomi Syariah), (Riau: Dotplus Publisher, 2022), him. 276.

5 Habib Adjie, Relasi Hak Tanggungan, Lelang, Dan Cessie, (Yogyakarta: CV Bintang
Semesta Media, 2023), hlm. 82-83.



permohonan penetapan atau perintah eksekusi terhadap objek Hak
Tanggungan. Dengan demikian, UUHT pada prinsipnya telah memberikan
beberapa alternatif mekanisme eksekusi guna memberikan kepastian hukum
serta perlindungan bagi kreditur dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah
secara efektif, cepat, dan efisien.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua bank memilih
menggunakan hak parate executie secara langsung. Dalam praktik perbankan,
pembiayaan bermasalah menjadi salah satu risiko utama yang mempengaruhi
kesehatan bank dan stabilitas kegiatan usaha. Risiko wanprestasi nasabah
mendorong bank untuk menerapkan langkah penyelesaian yang tidak hanya
efektif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap
kemungkinan timbulnya sengeketa ~dalam proses eksekusi jaminan.
Berdasarkan data internal BPRS Danangung Syariah, dalam kurun waktu lima
tahun terakhir terdapat 48 debitur yang mengalami wanprestasi dalam
melaksanakan pembiayaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 perkara berlanjut
hinggan tahap pelelangan objek _jaminan _karena _penyelesaian secara
musyawarah ‘dan restrukturisasi tidak berhasil dilakukan.® Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa sengketa pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan
eksekusi jaminan masih menjadi persoalan yang relevan dalam praktik

perbankan, khususnya pada pembiayaan dengan jaminan Hak Tanggungan.

® Wawancara dengan Bapak Gufron Ashar, Koordinator Remedial BPRS Danagung
Syariah, Sleman, 17 April 2026.



Kondisi tersebut tercermin dalam penyelesaian pembiayaan akad [jarah
Muntahiyah Bittamlik (IMBT) bermasalah pada BPRS Danagung Syariah.
Dalam perkara tersebut, bank telah melakukan berbagai upaya persuasif
kepada nasabah, mulai dari pembinaan hingga pemberian Surat Peringatan
(SP). Akan tetapi, debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya dan
menunjukkan sikap tidak kooperatif selama proses penyelesaian pembiayaan.
Selain itu, debitur juga mengajukan gugatan perlawanan (verzet) yang
berdampak pada terhambatnya pelaksanaan eksekusi jaminan. Keadaan
tersebut menyebabkan mekanisme parate executie yang secara normatif
dirancang untuk mempercepat penyelesaian piutang tidak dapat berjalan secara
efektif dalam praktik.

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan IMBT bermasalah tersebut,
BPRS Danagung Syariah tidak secara langsung menggunakan hak parate
executie, melainkan memilih pelaksanaan title eksekutorial melalui mekanisme
fiat eksekusi di Pengadilan Agama. Mengingat kedudukan BPRS Danagung
Syariah_ sebagai, lembaga keuangan syariah, kewenangan penyelesaian
sengketa“pembiayaan tersebut tunduk "pada 'yurisdiksi-Pengadilan Agama
sesuai Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
serta diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.
Langkah ini ditempuh sebagai strategi manajemen risiko guna memperoleh
kepastian hukum dan mengantisipasi hambatan yuridis maupun konflik fisik

dalam pelaksanaan lelang dan pengosongan objek jaminan di lapangan..



Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena secara normatif UUHT
telah memberikan kemudahan kepada kreditur melalui hak parate executie
tanpa perlu campur tangan pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya bank
justru memilih mekanisme fiat eksekusi melalui pengadilan untuk memperoleh
legitimasi dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan
adanya tarik-menarik antara tujuan pemberian norma parate executie yang
mengedepankan efisiensi eksekusi dengan realitas praktik di lapangan yang
masih memerlukan keterlibatan pengadilan.

Di satu sisi, kreditur pemegang Hak Tanggungan memiliki hak
eksekutorial yang secara hukum dapat dijalankan secara langsung apabila
debitur wanprestasi. Namun di sisi lain, debitur juga memiliki hak untuk
mengajukan gugatan atau perlawanan hukum yang berpotensi menghambat
pelaksanaan eksekusi. Situasi tersebut menimbulkan masalah normative
mengenai efektivitas pelaksanaan parate executie dalam praktik perbankan,
khususnya terkait kepastian hukum pelaksanaan Hak Tanggungan ketika
mekanisme. eksekusi langsung_justru tidak digunakan oleh kreditur. Dengan
demikian; penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertimbangan
hukum BPRS Danagung Syariah dalam memilih mekanisme fiat eksekusi
melalui Pengadilan Agama serta mengkaji implikasinya terhadap pelaksanaan
eksekusi Hak Tanggungan dalam pembiayaan syariah. Berdasarkan uraian di
atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang

berjudul. “Penyelesaian Eksekusi Pembiayaan Terhadap Debitur



Wanprestasi (Studi Kasus Di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)
Danagung Syariah)”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan BPRS Danagung Syariah dalam memilih mekanisme

fiat eksekusi sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses eksekusi Hak

Tanggungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah
dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai
pertimbangan BPRS Danagung Syariah dalam memilih mekanisme
fiat eksekusi Hak Tanggungan melalui yurisdiksi Pengadilan Agama
guna-menyelesaikan pembiayaan bermasalah,

b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yuridis
maupun teknis yang dihadapi dalam proses eksekusi Hak
Tanggungan.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoretis maupun

praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:



a)

b)

Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan keilmuan hukum, khususnya pada rumpun Hukum
Ekonomi Syariah dan Hukum Jaminan terkait problematika eksekusi
jaminan. Secara spesifik, penelitian ini memberikan landasan
akademik mengenai implementasi hak preferen bank dan bagaimana
hukum memandang tindakan hukum berupa penyitaan serta
pelelangan objek Hak Tanggungan sebagai bentuk penegakan
keadilan atas wanprestasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
memperkuat teori kepastian hukum dalam menghadapi upaya-upaya
perlawanan yang menghambat kekuatan eksekutorial agunan pada
perbankan.

Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi

berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa

pembiayaan:

I Bagi 'Lembaga Perbankan: Memberikan ~gambaran mengenai
urgensi perlindungan hukum melalui pengadilan dan bagaimana
memitigasi risiko perlawanan debitur dalam proses pemulihan
aset pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Masyarakat: Memberikan edukasi hukum mengenai hak dan
kewajiban debitur maupun kreditur dalam proses eksekusi

jaminan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.



3. Bagi KPKNL: Memberikan masukan mengenai pelaksanaan
lelang eksekusi Hak Tanggungan, khususnya terkait koordinasi
antar lembaga, kepastian prosedur pelelangan, serta upaya
meminimalisasi hambatan hukum dalam proses eksekusi jaminan
pembiayaan bermasalah.

4. Bagi Peneliti: Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum
yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di UIN Sunan
Kalijjaga dan memperdalam pemahaman mengenai praktik
hukum acara di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau literatur review adalah kajian yang berfungsi
meninjau ulang literatur guna memperoleh pemahaman mengenai penelitian-
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian, serta mencegah
terjadinya kesamaan penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan disusun oleh penyusun terdapat pada :

Pertama, skripsi. dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian
Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Bank BPR BKK Kota
Semarang)”, yang ditulis oleh Karelina Fatimatun Izza.” Persamaan penelitian
ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis terdapat pada isi
pembahasan yang sama-sama membahas mengenai mekanisme penyelesaian

wanprestasi pada fasilitas pembiayaan yang diikat dengan jaminan Hak

7 Karelina Fatimatun Izza, “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan
Hak Tanggungan (Studi Kasus Bank BPR BKK Kota Semarang)”, Skripsi Universitas Islam Sultan
Agung (2022).



Tanggungan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
yang akan disusun oleh penulis terletak pada penelitian terdahulu berfokus
pada bank perkreditan konvensional di Semarang, sedangkan penelitian ini
difokuskan pada praktik eksekusi beserta kendala yang dihadapi secara spesifik
oleh lembaga perbankan syariah.

Kedua, Tesis dengan judul “Peran Notaris dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kredit dan penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Hak
Tanggungan”, yang ditulis oleh Ananta Mega Rahmatillah.® Persamaan
penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis terdapat pada
pembahasan yang mengkaji penyelesaian wanprestasi pada perjanjian dengan
jaminan Hak Tanggungan beserta kendala pelaksanaannya. Sedangkan
perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh
penulis terletak pada penelitian terdahulu menitikberatkan pada peran dan
tanggung jawab hukum Notaris/PPAT dalam mencegah cacat hukum pada akta
jaminan. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada langkah-langkah
penyelesaian_eksekusi serta kendala yang. dihadapi langsung oleh pihak
kreditur (perbankan)

Ketiga, Skripsi dengan judul “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan

sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Tamziz Baituttamwil

8 Ananta Mega Rahmatillah, “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan
penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, Tesis Universitas [slam Sultah Agung
(2025).
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Cabang Sleman”, yang ditulis oleh Adhy Prasetyo.’ Persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis terdapat pada penggunaan
metode yuridis-empiris untuk membedah penyelesaian dan eksekusi jaminan
pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis terletak pada fokus rumusan
masalahnya. Penelitian ini1 dilakukan pada tingkat Koperasi/BMT dengan
mencari faktor penyebab pembiayaan bermaslah, sedangkan penelitian penulis
menargetkan sektor perbankan dengan fokus pada analisis kendala eksekusi di
lapangan beserta upaya penyelesaiannya.

Keempat, Artikel dengan judul “Tinjauan Hukum Kekuatan
Eksekutorial terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas
Debitur Wanprestasi”, yang ditulis oleh Nur Rizki Siregar dan Mohamad Fajri
Mekka Putra.!® Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun
oleh penulis terdapat pada penyelesaian wanprestasi melalui instrumen lelang
eksekusi Hak Tanggungan sebagai jalan terakhir setelah upaya negosiasi gagal.
Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan
disusun ‘oleh penulis terletak pada metode penelitiannya. Jurnal tersebut
menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membedah kedudukan hukum

dan teori kekuatan eksekutorial berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan

% Adhy Prasetyo, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah Di Tamziz Baituttamwil Cabang Sleman”, Skripsi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

10 Nur Rizki Siregar, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tinjauan Hukum Kekuatan
Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi”,
Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1 (2022).
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(UUHT). Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat
empiris dengan objek kajian di Bank Danagung Syariah.

Kelima, Artikel dengan judul “Kajian Yuridis Efektivitas Penyelesaian
Kredit Macet melalui Lelang Hak Tanggungan”, yang ditulis oleh Ayup Suran
Ningsih.!! Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun
oleh penulis terdapat pada penggunaan metode empiris dalam mengkaji proses
penyelesaian dan pelaksanaan cksekusi jaminan pada lembaga keuangan.
Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan
disusun oleh penulis terletak pada fokus kajian serta objek penelitian.
Penelitian terdahulu menitikberatkan pada kajian mekanisme pelaksanaan
lelang dari perspektif lembaga pelaksana eksekusi yaitu Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. Sementara, penelitian yang akan
dilakukan penulis mengambil sudut pandang sisi kreditur, yaitu Bank
Danagung Syariah, dengan fokus analisis pada pertimbangan hukum bank
dalam memilih mekanisme fiaf eksekusi melalui Pengadilan Agama dibanding
menggunakan hak parate executie yang diberikan oleh Undang-Undang Hak
Tanggungan.” Selain ‘itu, penelitian ni juga mengkaji problem normatif
mengenai efektivitas pelaksanaan parate executie dalam praktik pembiayaan
syariah akad Iljarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), khususnya ketika
pelaksanaan eksekusi masih menghadapi hambatan yuridis maupun nonyuridis

di lapangan.

""" Ayup Suran Ningsih, “Kajian Yuridis Efektifikas Penyelesaian Kredit Macet Melalui
Lelang Hak Tanggungan”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 14, No. 3 (2021).
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E. Kerangka Teori

1.

Teori Kepastian Hukum

Dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, kepastian hukum
menjadi aspek penting untuk menjamin terlindunginya hak dan kewajiban
para pihak, khususnya bagi kreditur dalam penyelesaian pembiayaan
bermasalah. Maka pada penelitian ini menggunakan Teori Kepastian
Hukum sebagai salah satu landasan teoritis untuk menganalisis
pelaksanaan fiat eksekusi Hak Tanggungan pada pembiayaan akad [ljarah
Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di BPRS Danagung Syariah. Hans Kelsen
memandang hukum sebagai suatu tatanan norma (normenordnung) yang
tersusun secara sistematis dan harus diterapkan secara konsisten.
Pemikiran Kalsen digunakan untuk menganalisis aspek formal dan
prosedural pelaksanaan fiat eksekusi, khususnya terkait kesesuaian
tindakan hukum BPRS Danagung Syariah dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan
mengénai Peradilan Agama.'

Selanjutnya, "Gustav Radbruch "mengartikan™ kepastian hukum
sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.
Pemikiran Radbruch digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme
fiat eksekusi mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi

kreditur. Dalam konteks rumusan masalah kedua, teori ini digunakan untuk

12 Trawiranti, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Atas Penyitaan Oleh

Pengadilan Akibat GUgatan Pihak Ketiga Terhadap Pemberi Jaminan”, Skripsi Universitas
Sriwijaya (2016), hlm 13.
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menganalisis hambatan nonyuridis dalam pelaksanaan eksekusi, seperti
pengosongan objek jaminan maupun kendala koordinasi dengan instansi
terkait hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa kepastian
hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga
efektivitas pelaksanaannya di lapangan.'3 Melalui teori tersebut, penelitian
ini berupaya untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan fiat eksekusi tidak
hanya berkaitan dengan keabsahan prosedur menurut hukum positif, tetapi
juga menyangkut tercapainya atau tidaknya kepastian hukum dalam
praktik. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini dapat
menjelaskan bahwa pilihan BPRS Danagung Syariah menggunakan
mekanisme fiat eksekusi melalui Pengadilan Agama bertujuan
memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat,
meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan yuridis
maupun nonyuridis.
2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
digunakan dalam' penelitian ‘ini sebagai ‘salah “satu landasan untuk
menganalisis pelaksanaan hukum dalam praktik, khususnya terkait
eksekusi Hak Tanggungan pada pembiayaan akad ljarah Muntahiyah
Bittamlik (IMBT) di BPRS Danagung Syariah. Menurut Soerjono

Soekanto, efektivitas hukum dapat dilihat dari kesesuaian antara hukum

13 Etty Mulyati, Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis
Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, Jurnal Hukum Kenotariatan,
Vol. 1, No. 2 (2018), him. 144.
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yang seharusnya berlaku (das Sollen) dengan kenyataan yang terjadi di
masyarakat (das Sein). Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh lima faktor,
yaitu faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor
penegak hukum (mentalitas dan perilaku aparat), faktor sarana atau
fasilitas yang mendukung penegakan, faktor masyarakat (tingkat
kesadaran dan kepatuhan hukum), serta faktor kebudayaan (nilai-nilai
yang berlaku). Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan
baik, maka pelaksanaan hukum tidak akan mencapai tujuan yang
diharapkan.'*

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk
menganalisis pertimbangan BPRS Danagung Syariah dalam memilih
mekanisme fiat eksekusi melalui Pengadilan Agama sebagai upaya
memperoleh pelaksanaan eksekusi yang lebih efektif dan memiliki
kekuatan hukum yang jelas. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa bank
tidak hanya mempertimbangkan keberadaan norma hukum mengenai Hak
Tanggungan, tetapi juga, mempertimbangkan ecfektivitas pelaksanaan
eksekusi” di lapangan. Penggunaan ‘mekanisme fiar-eksekusi dipandang
dapat memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur melalui keterlibatan
lembaga peradilan dalam proses eksekusi.

Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis berbagai

hambatan yang muncul selama pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.

14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2019), him. 8.
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Hambatan yuridis seperti gugatan perlawanan (verzet) maupun penundaan
eksekusi menunjukkan adanya kendala dalam faktor hukum dan faktor
penegak hukum. Di sisi lain, hambatan nonyridis seperti tidak ada iktikad
baik debitur, penolakan pengosongan objek jaminan, serta kendala
koordinasi dengan instansi terkait menunjukkan adanya pengaruh faktor
masyarakat dan faktor sarana atau fasilitas dalam efektivitas pelaksanaan
hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan
pelaksanaan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aturan hukum,
tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparat, kepatuhan masyarakat, serta
efektivitaas pelaksanaan di lapangan.
3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam hubungan hukum pembiayaan syariah, perlindungan hukum
menjadi aspek penting untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak,
baik bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur. Maka, dalam
penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum untuk
menganalisis perlindungan hukum terhadap BPRS. Danagung Syariah
dalam pelaksanaan fiat eksekusi Hak Tanggungan pada pembiayaan akad
ljarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Satjipto Rahardjo memandang
perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak-hak subjek

hukum melalui aturan hukum yang berlaku.!®> Sejalan dengan itu, Setiono

15 1. Sinalau, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, Jurnal Ideas, Vol.4,
No. 1 (2018), hlm.81.
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menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang
dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan
kepastian hukum.!® Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan
hukum tidak hanya diberikan kepada nasabah, tetapi juga kepada bank
sebagai pithak yang menyalurkan dan mengelola dana masyarakat.

Secara teoretis, perlindungan hukum dibedakan menjadi
perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif
dilakukan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif
dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum. Dalam penelitian ini,
perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip
kehati-hatian, analisis kelayakan pebiayaan dengan prinsip 5C, serta
pengikatan jaminan melalui Hak Tanggungan. Pengikatan tersebut
memberukan kedudukkan kepada bank sebagai kreditur preferen yang
memiliki hak didahulukan apabila debitur melakukan wanprestasi.'’

Sementara itu, perlindungan_hukum represif diwujudkan melalui
penggunaan mekanisme fiat eksekusidi Pengadilan‘Agama sebagai upaya
pemulihan hak bank atas objek jaminan. Namun dalam praktiknya,

pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi hambatan,

16 Khalisha Nabila Winanti, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan
Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik”, Jurnal Riset Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 1,
No. 2 (2024), hlm. 211.

17 M. Zamroni, Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum,
(Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), him. 81-82.
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seperti gugatan perlawanan hukum (verzer), penolakan pengosongan objek
jaminan, serta kendala koordinasi dengan instansi terkait. Kondisi ini
menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada
aturan hukum, tetapi juga pada efentivitas pelaksanaannya di lapangan.
F. Metode Penelitian
Metode merupakan cara utama yang dirancang secara teratur dan logis
untuk mencapai penelitian, memastikan tingkat ketelitian yang diperlukan, dan
menentukan jenis data yang akan dihadapi. Inti dari metodologi penelitian
dalam penulisan hukum adalah untuk menguraikan bagaimana suatu penelitian
hukum akan dilaksanakan.'®
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara
keseluruhan dirinci sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis
empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam
kenyataan atau praktik sosial.. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori
penelitian lapangan (field research) ¥ yang dilakukan secara sistematis
dan metodologis guna memperoleh data primer langsung dari lokasi objek

penelitian.

18 Fauzan Shaufi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Pada Kantor
Notaris PPAT Juli Indrayanti Siregar, SH di Kota Medan)”, Skripsi Universitas Medan Area (2018),
hlm.32.

1 Muhammad Chairul Huda, Metode penelitian Hukum (pendekatan Yuridis Sosiologi),
(semarang: The Mahfud Ridwan institute, 2021), him.331.
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Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara
mengumpulkan, menguraikan, dan menjelaskan data yang berkaitan
dengan pokok permasalahan pada skripsi ini untuk kemudian dianalisis
secara mendalam guna memberikan gambaran yang jelas serta
pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Data
diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan survei di
lapangan.
Sumber Data

a. Sumber Data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung melalui kegiatan penelitian lapangan, seperti observasi dan
wawancara terhadap Pihak BPRS Danagung Syariah dan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dan
dihimpun sebelumnya, sehingga peneliti dapat mengaksesnya dari
berbagai sumber yang relevan. Pengumpulan. data ini dilakukan
secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, kajian literatur,
serta norma yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
1) Bahan Hukum Primer, antara lain:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek)
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b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan
dengan Tanah (UUHT).

¢) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (sebagai dasar perluasan kewenangan Pengadilan
Agama dalam bidang Ekonomi Syariah).

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang didapatkan dari
buku hukum, jurnal hukum yang berisikan asas hukum ataupun
doktrin_para ahli yang berkenaan dengan masalah yang menjadi
objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang berfungsi sebagai
pendukung atau pelengkap dari bahan hukum primer maupun
bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, karya ilmiah,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan hasil penelitian para
sarjana yang berkaitan

c. Teknik Pengumpulan Data
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1) Studi Lapangan (Field Research)
Studi lapangan adalah cara mengumpulkan data secara
langsung melalui wawancara, pengamatan, dan survei untuk
memperoleh informasi penelitian serta membangun dan
memperdalam teori yang akan digunakan dalam penelitian
ini. Wawancara dilakukan dengan Pihak Perbankan
Danagung Syariah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
2) Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data
yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur atau
bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber
data dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian,
maupun dokumen yang mendukung kerangka teori dan
analisis masalah.
3) . Analisis Data
Metode “analisis data yang digunakan ‘dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif
bersifat induktif, yaitu proses analisis yang berangkat dari data yang
diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola
hubungan tertentu yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam
merumuskan hipotesis. Berdasarkan hipotesis tersebut, penelitian

akan kembali mencari data yang relevan secara berkelanjutan hingga
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diperoleh kesimpulan mengenai dapat atau tidaknya hipotesis tersebut
diterima.?°
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian
lapangan terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan
dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif, logis, dan sistematis.
Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara
induktif berdasarkan fakta dan temuan yang diperoleh selama
penelitian.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematik yang
tercantum pada 5 (lima) bab, yakni :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang,
rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini
merupakan awal dari pembahasan pada bab-bab berikutnya, selain itu bab ini
juga sebagai kerangka dasar yang merupakan_penjelasan atas isi yang akan
disajikan:

Bab Kedua, berisi tinjauan umum dan landasan teori yang berkaitan
dengan perjanjian pembiayaan, konsep wanprestasi, serta aturan mengenai
jaminan Hak Tanggungan. Teori-teori yang dimuat dalam bab ini akan
digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah data dan fakta yang

ditemukan di lapangan.

20 Abdul Fattah Nasution. Metode penelitian kualitatif. (Bandung: CV Harta Creatif, 2023).
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Bab Ketiga, berisikan gambaran umum lokasi penelitian serta paparan
fakta empiris di lapangan. Bagian ini akan menguraikan profil lokasi
penelitian, prosedur pembiayaan, sekaligus pemaparan mengenai kronologi
kejadian terjadinya wanprestasi oleh nasabah. Seluruh rangkaian fakta ini
nantinya akan menjadi dasar sebelum dianalisis lebih lanjut pada bab
berikutnya.

Bab Keempat, berisikan jawaban, penjelasan, serta analisis terhadap
data dan fakta lapangan yang diperoleh melalui penelitian empiris. Data dan
fakta yang ditemukan di lapangan tersebut kemudian disandingkan dengan
teori-teori yang digunakan untuk menjawab alasan mengapa BPRS Danagung
Syariah memilih fiat eksekusi sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah
dalam akad pembiayaan IMBT. Selain itu, pada bagian ini akan diuraikan
analisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam
pelaksanaan eksekusi di lapangan, beserta upaya penyelesaian yang dilakukan
untuk menjamin terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para
pihak.

Bab Kelima, berisikan penutup yang memaparkan kesimpulan serta
saran. Kesimpulan diperoleh dari ringkasan jawaban rumusan masalah.

Sedangkan, saran merupakan solusi dari permasalahan yang diteliti.
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KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan utama BPRS Danagung Syariah dalam memilih mekanisme
fiat eksekusi melalui Pengadilan Agama pada pembiayaan akad IMBT
Nasabah H didasarkan pada kebutuhan memperoleh kepastian hukum
akibat tidak adanya iktikad baik debitur dalam memenuhi kewajibannya.
Meskipun UUHT menyediakan alternatif eksekusi lain, seperti parate
executie dan penjualan di bawah tangan, bank menilai fiat eksekusi lebih
memberikan legitimasi yuridis serta perlindungan hukum dalam
pelaksanaan eksekusi. Selain itu, karakteristik akad IMBT yang
memadukan prinsip syariah dengan sistem hukum pertanahan nasional
berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga keterlibatan pengadilan
dipandang sebagai langkah yang paling tepat untuk menjamin kelancaran
pelaksanaan eksekusi dan menjaga keamanan dana pthak ketiga.

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam praktik perbankan syariah
masih menghadapi berbagai hambatan, baik yuridis, administratif, maupun
sosial. Hambatan utama dalam kasus Nasabah H berupa adanya
perlawanan hukum (verzet) dari debitur hingga tingkat kasasi yang
menyebabkan proses eksekusi tertunda sampai putusan berkekuatan

hukum tetap. Selain itu, ketatnya verifikasi dokumen lelang, potensi
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gugatan pihak ketiga, serta sulitnya penjualan aset yang masih dikuasai
debitur turut memperlambat proses pemulihan piutang bank. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan tidak
hanya dipengaruhi oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga oleh

pelaksanaan hukum dan kondisi di lapangan.

B. Saran

Berikut saran-saran penyusun yang ditujukan bagi pihak-pihak yang

tertera dalam penyusunan tugas akhir penyusun. Semoga saran ini dapat

memberikan manfaat bagi pihak dalam penyusunan skripsi ataupun pihak lain

yang akan menjalani proses perjanjian atau pembiayaan dengan jaminan Hak

Tanggungan, khususnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada

lembaga perbankan syariah.

I.

Bagi BPRS Danagung Syariah, disarankan untuk memperkuat penerapan
prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan, khususnya pada akad
IMBT dengan jaminan Hak Tanggungan. Bank juga perlu
mengoptimalkan pengawasan,  restrukturisasi, dan, mediasi sebelum
menempuh upaya eksekusi, serta ‘memastikan kelengkapan dokumen
hukum dan administratif guna meminimalisasi hambatan dalam proses
lelang.

Bagi debitur, diharapkan memiliki iktikad baik dalam memenuhi
kewajiban pembiayaan sesuai akad yang telah disepakati. Apabila

mengalami kesulitan pembayaran, debitur sebaiknya mengedepankan



109

komunikasi dan musyawarah dengan pihak bank agar penyelesaian dapat
dilakukan tanpa menimbulkan sengketa berkepanjangan.

Bagi pemerintah dan pembentuk regulasi, disarankan untuk memperjelas
pengaturan mengenai mekanisme eksekusi Hak Tanggungan pada akad
IMBT guna menutup celah hukum bagi debitur yang sengaja mengulur
waktu gugatan litigasi. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara
Pengadilan Agama, KPKNL, dan lembaga pertanahan melalui sistem yang
terintegrasi demi mempercepat verifikasi pemenuhan dokumen lelang
serta mempercepat penyelesaian perlawanan dari pihak ketiga (derden
verzet). Pemerintah juga perlu menyusun regulasi jalur cepat (fast-track)
terkait eksekusi pengosongan objek jaminan pasca-lelang, sehingga dapat
meminimalkan risiko sosial, meningkatkan minat pembeli terhadap aset
Tanggungan Agunan Pembiayaan (TAP) yang belum terjual, serta
memberikan kepastian hukum yang efektif bagi para pihak sekalgus

menjaga kesehatan finansial bank syariah.
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